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mengubah keadaan diri mereka sendiri. ” (QS.ar-Ra’d:11) 
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ABSTRAK 
 

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA 
NASIONAL (BNN) DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI 
REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA 

AGUNG ARYADI 
 
 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah. Bagaimanakah kewenangan 
Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi 
terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika ? dan Apakah yang menjadi dasar 
pertimbangan hukum BNN memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban 
penyalahgunaan Narkotika ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum 
normatif. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.  

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 
Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi 
Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika, yaitu berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden 
Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN, Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga 
Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Peraturan Kepala 
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 
PERBER/01/III/2014/BNN. Dan  Dasar pertimbangan hukum Badan Narkotika 
Nasional memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan 
Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib 
Lapor bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Peraturan Bersama 
antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu 
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, 
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 
PERBER/01/III/2014/BNN. Khusus untuk tersangka yang diindikasi sebagai 
korban penyalahgunaan narkotika pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi 
tertangkap tangan, dengan jumlah pemakaian untuk 1 (satu) hari dengan jumlah 
pemakaian paling banyak 5 gram, yang bersangkutan bukan merupakan residivis, 
adanya surat rekomendasi dari tim asesmen  dan tidak terdapat bukti bahwa korban 
penyalahgunaan tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkotika. 

  
 
Kata Kunci : Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi, Korban, Narkotik 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah utama yang serius di 

berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang 

sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah 

narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak 

kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena 

narkotika merupakan zat yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan 

dengan ketentuan medis. Narkotika juga memberikan keuntungan yang besar bagi 

pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering dilakukan 

Tindakan melawan hukum yang pertumbuhannya sangat membahayakan 

merupakan suatu penyakit masyarakat, artinya hal tersebut dapat mengganggu 

stabilitas kehidupan dalam masyarakat sehingga tindakan ini harus dicega melalui 

instrumen hukum yang ada.1 

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini dapat dianggap sebagai penyakit 

masyarakat karena tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dengan 

kualitas-kualitas tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh strata sosial 

masyarakat dengan sasaran potensialnya adalah kalangan yang rentan menjadi 

korban dalam hal ini adalah generasi muda.2 

 
1M. Taufik Makarao, 2017,  Tindak Pidana Narkotika, Gralia Indonesia,  Jakarta, hlm.  34. 
 
2Ibid, hlm. 36. 
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Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di 

bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila 

disalahgunakan.3  

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi 
ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya 
peningkatan produksi narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu 
cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara yang 
mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika yang setiap tahun mengalami 
peningkattan. Dimana untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika 
demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya 
pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, 
impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan 
pengawasan yang ketat.4  

 
Mengantisipasi penyalahgunaan narkotika semakin besar dan luas maka 

pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 

Penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas dan mengkhawatirkan serta 

isu mengenai upaya penanggulangannya kemudian menjadi perdebatan dikalangan 

para ahli hukum mengenai perlu tidaknya membentuk suatu lembaga berskala 

nasional yang diberikan kewenangan untuk menanggulangi kasus-kasus 

penyalahgunaan narkotika. Atas dasar itulah pemerintah menerbitkan Keputusan 

Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya 

di singkat (BNN). Perkembangan keorganisasian BNN kemudian diatur lebih lanjut 

di dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika 

 
3Siswanto, 2015, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 

TAHUN   2009), Rineka Cipta,  Jakarta,  hlm. 1. 
 
4Ibid, hlm. 2. 
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Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.5 BNN 

merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan di bawah 

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

BNN mempunyai tugas yang cukup banyak namun tugas yang paling utama 

adalah dalam hal menyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika serta sekaligus mencegah dan memberantasnya. Selain tugas 

utama tersebut BNN juga memiliki fungsi melakukan koordinasi dengan kepolisian 

untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

kepada pecandu narkotika, memberdayakan masyarakat dan sekaligus memantau, 

mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan 

perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dimana sebelum 

Undang-Undang ini diberlakukan tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, 

pengedar, bandar, maupun produsen narkotika, pengguna atau pecandu narkotika di 

satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain juga merupakan korban.6  

Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika 

dan korban penyalahgunaan narkotika.  

Menurut Pasal 1 butir 13 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan 
atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 
narkotika, baik secara fisik maupun psikis.Sedangkan menurut Pasal 1 butir 15 

 
5“Profil BNN”  Website  http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-

pusat/profil/8005/sejarah-bnn.  Diakses pada 27 Oktober 2022. 
 
6http://Repository.Unand.Ac.Id/17167/1/Zelni.pdf. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022. 

http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn
http://repository.unand.ac.id/17167/1/Zelni.pdf
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Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak 
atau melawan hukum. 

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah 
penyalahguna narkotika tersebut tidak cukup dengan satu cara, melainkan harus 
dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai 
macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rakaian 
tindakan  tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan 
rehabilitative. Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 
menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau 
tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan 
korbankecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. 
Dimana  pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.7 

 
Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika mengatur bahwa : 

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan: 
Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 
membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.  

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan: 
Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik 
fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali 
melaksanakan fungsi sosial dalam kehi dupan masyarakat. 

Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah 
suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. 
Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang 
dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, 
dimana rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunnaan narkotika 
merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu dan 
korban penyalahgunaan narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi 
melakukan penyalahgunaan narkotika. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai 
rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam pasal 54 sampai 56, pasal 103 
dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
narkotika.8 

 

 
7Jurnal Feby DP Hutagalung, Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika, 

Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022. 

 

8 A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2019, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta,  hlm. 45. 
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 Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dikeluarkan peraturan bersama 

tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke 

dalam lembaga rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia. 

Peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang dikeluarkan olek 

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Yakni Peraturan Bersama 

Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN. Yang isinya mengatur bahwa penyalahguna 

narkotika wajib menjalani rehabilitasi dengan tujuan yang diatur di dalam Pasal 2 

huruf (a).  

Pelaksanaan  tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan 

dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik 

BNN.9 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan rekomendasi Rehabilitasi 

terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika, untuk maksud tersebut selanjutnya 

dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : TINJAUAN HUKUM TENTANG 

KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM 

 
9 Siswanto, Op. Cit, hlm. 269. 
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MEMBERIKAN REKOMENDASI REHABILITASI TERHADAP KORBAN 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan 

rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika ? 

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum BNN memberikan rekomendasi 

Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Guna  memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan 

permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam 

penelitian ini yang bersangkut paut dengan Kewenangan Badan Narkotika Nasional 

(BNN) dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban 

Penyalahgunaan Narkotika.   

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan 

yang jelas tentang : 

1. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi 

Rehabilitasi terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika.  

2. Dasar pertimbangan hukum BNN memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap 

korban penyalahgunaan Narkotika. 

D. Defenisi Konseptual 

1. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal 
berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari 
kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif 
administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang 
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adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap 
suatu bidang pemerintahan.10 
 

2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 

butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) 

3. Badan Narkotika Nasional (BNN) (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga 
Negara Non Kementerian (LNNK) Indonesia yang mempunyai tugas 
melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran 
gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol.11 
 

4. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 

membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah 

suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, 

agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan masyarakat. (Pasal 1 butir 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika)  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 
10 Prajudi Atmosudirjo, 2014,  Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 

78. 

 
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia, diakses tanggal 26 

Oktober 2022 

 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prekursor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan_adiktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia
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Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum 

normatif yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 

2. Jenis dan Sumber data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang 

terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh 

dari pustaka, antara lain : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain,  Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

Peraturan Peresiden  Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Nasional 

Narkotika.; 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari 

kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi 

kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder 



9 
 

 
 

yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, 

seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada 

kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat 

kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini.  

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru 

kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan 

efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. 

Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan 

dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal 

yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil 

analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, 

Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika, 

Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Korban Narkotika, Tugas Pokok Badan 

Narkotika Nasional. 
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Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kewenangan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap 

korban Penyalahgunaan Narkotika dan Dasar pertimbangan hukum Badan Narkotika 

Nasional memberikan rekomendasi Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan 

Narkotika. 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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